
1  

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Kesimpulan 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan diatas dapat disimpulkan 

hal sebagai berikut: 

1. Proses pembuatan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 

625-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas 

Padang – Pekanbaru, Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – 

Padang STA 4+200 S/D STA 36+600 merupakan output dari tahap 

persiapan pada proses pengadaan tanah sesuai Undang – Undang 

Pengadaan Tanah. Tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah dilakukan 

dengan mengeluarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang 

kemudian dijadikan dasar bagi Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang 

dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai Keputusan 

Gubernur Sumatera Barat. Pada Tahapan Persiapan. Selanjutnya dilakukan 

Konsultasi Publik dan Konsultasi Publik Ulang yang dilakukan oleh Tim 

Persiapan Pengadaan Tanah yang disetujui oleh masyarakat yang tanahnya 

terkena Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol. 

2. Majelis Hakim PTUN Padang memutus Gugatan Nomor : 

8/G/PU/2020/PTUN.PDG dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk 

sebagian dan menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan 

Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah 
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Pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - 
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Sicincin - Lubuk Alung - Padang sepanjang 32,4 Km, STA 4+200 - STA 

36+600 dengan luas lahan ± 281,05 Ha di Kabupaten Padang Pariaman, 

Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Maret 2020 sebatas pada tanah objek 

sengketa dengan pertimbangan bahwa tergugat tidak menanggapi upaya 

administratif yang diajukan oleh pihak penggugat sehingga penggugat 

mengajukan gugatan ke PTUN serta pihak tergugat tidak dapat 

membuktikan mengundang penggugat pada saat Konsultasi Publik dan 

Konsultasi Publik ulang yang dilakukan pada tahap persiapan pengadaan 

tanah sehingga menjadi dasar bagi pihak penggugat untuk menggugat 

pihak tergugat ke PTUN. Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan 

penggugat untuk sebagian dengan memutus batalnya Surat Keputusan 

Penetapan Lokasi sebatas pada lokasi objek tanah penggugat dan 

memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan penetapan lokasi 

sebatas pada lokasi objek tanah penggugat. 

3. Setelah dikeluarkannya Putusan PTUN Padang Nomor : 

8/G/PU/2020/PTUN.PDG yang menyatakan batal objek sengketa, tergugat 

melakukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung yang Putusan Kasasi 

Mahkamah Agung menguatkan Putusan PTUN Padang sehingga objek 

sengketa tetap dibatalkan sebatas tanah para penggugat dan putusan hakim 

menjadi berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain tergugat wajib 

melaksanakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan mencabut objek 

sengketa dan telah ditindaklanjuti oleh tergugat dengan mengeluarkan 

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-797-2020 tanggal 
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30 Desember 2020 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 620- 

256-2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan 

Tol Ruas Padang – Pekanbaru Seksi Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - 

Lubuk Alung - Padang sepanjang 32,4 Km, STA 4+200 - STA 36+600 

dengan luas lahan ± 281,05 ha di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi 

Sumatera Barat, sebatas yang ditetapkan di atas Sertipikat Hak Milik 

Nomor 2465/Sisa, Nagari Sungai Buluh Tanggal 11 Agustus 2015 SU 

Nomor 00377/2015 Tanggal 08-07-2015 Luas 15.000 M2 Atas nama 

Pemegang Hak Hartono Widjaja, Buyung, John, Hata serta mengulang 

kembali dari awal proses tahapan pengadaan tanah sesuai dengan Pasal 13 

Undang – Undang Pengadaan Tanah terhadap tanah penggugat yang 

termasuk ke dalam trase Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang 

– Pekanbaru. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis 

memberikan saran untuk penelitian ini: 

1. Instansi yang memerlukan tanah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

dapat bersinergi dan bekerja sama dari awal tahapan perencanaan hingga 

tahapan persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – 

Pekanbaru agar tahapan perencanaan dan tahapan persiapan dapat 

dilakukan dengan baik dan maksimal sehingga untuk penetapan lokasi 

Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang 

berikutnya berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan; 
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2. Dalam tahap persiapan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh 

pemerintah provinsi bersama dengan instansi yang memerlukan tanah 

harus memastikan pada setiap kegiatan tahapan persiapan baik pada 

kegiatan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi 

rencana pembangunan dan konsultasi publik sesuai dengan Pasal 16 

Undang – Undang Pengadaan Tanah telah diketahui oleh seluruh pihak 

yang berhak yang akan terkena objek pengadaan tanah sehingga setelah 

dikeluarkannya penetapan lokasi oleh Gubernur tidak terdapat gugatan 

oleh masyarakat atau pihak yang berhak terkait dengan tahapan persiapan 

pengadaan tanah. 

3. Pemerintah provinsi dan instansi yang membutuhkan tanah mendata pihak 

yang berhak dalam tahapan perencanaan dan tahapan persiapan pengadaan 

tanah secara konkret sehingga sesuai antara subjek/pihak yang berhak 

dengan objek tanah yang terkena Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan 

Tol untuk penetapan lokasi berikutnya sehingga menghindari 

kemungkinan terjadinya gugatan oleh masyarakat dikarenakan tidak 

dilibatkan pada Tahapan Perencanaan Dan Tahap Persiapan Pengadaan 

Tanah. 
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